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" .PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

‘ PERAIURAN DAERAH KABUPA'IIN DAF.RAH TINGKAT II PACITAN

'NOMOR -8 TAHUN
 TENIANG

1993

RENCANA DETAIL TATA RUANG KAHASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN

PAN].‘AI TAMPF.RAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)

" Pantai Kota Pacitan yang potensial dengan obyek Wisata

»'b.
* tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dan Rencana -
Ruang Kawasan Pantai Tamperan dan Teleng Ria sebagal salah - satu

DENGAN RAHMAT TUHAN YA!E MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TING{AT IT PACITAN

‘kawasan
’alami
(panorama laut, buklt dan hutan) yang - perkembangan keglatannya

bahwa kawasan pantai Tamperan dan Teleng Ria mer:upakan

‘mulai menunjukkan peningkatan cukup pesat dan untuk mengant1s1- B

pasi terhadap perkembangan tersebut, perlu adanya pedoman penata =

"an ruang yang dinamis guna mengakomodasikan perkembangan keglat=-

an kepariwisataan dan perekonunian ; |
bahwa pedoman dimaksud perlu dltuangkan dalam Peraturan

. strategl pengembangan kota dan kawasan wisata Pantal dalam klmm

.~ waktu 20 (dua puluh) tahun. .!. . SR

Mengingat' ¢ 1.
- 2.
3

"4
e

64

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan

. dL Daerah _ _ o _
Urxiang-mxiang Nomor, 12 ;tahun ‘1950 tentang Pe.mbepmkan Daerah-

' daerah' Kahipaten dalani' Lingkungan -Propinsl Java Timur ;

Undang-mdang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pe.ratu:r:an Dasar Pokok =

_ 'pokok Agrar...t ;o >

Urx:lang-mx:lang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan ;
lkﬂang-mxiang Nomor 13 tahun 1980 tentang Jalan ; , >

g-tmd.ang Nomor 4 tahun 1982 tentang . Ketentuan ketentuan :

Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomox 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiat-

; an Instansl vertlkal dl Daerah

Daerah
. Teknik -



8.

9.

10.
11,

12.

13.

Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Notmox 32 tahun 1990 tentang
Pengeloiaan Kawasan Lindung ;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang ‘ Bentuk
Peraturan Daerah ; :

Peraturan Menteri Daiam Negeri' Nomor 9 tahun * 1982 tenténg Pedoman
Penyusunan Perencanaan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 tahun 1987 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Kota

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 tahtm 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota ; )

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 84 tahun 1992 tentang Petunjuk

'~ Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Daerzh tentang Rencana Kota ;

14,

15.

- 16,

Surat Keputusan bersama Menteri dalam negeri dan Menteri Pekerjaan
umg Nomor 650 - 1595 dan 503/Kpts/1985 tentang Tugas = tugas  dan
tanggung jawab Perencanaan Kota ;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1988 tentang Penataan
Ruang Terbuka HiJau di Wilayah Perkotaan ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun
1988 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I

© Jawa- Timur 1989/1990 - 1993/1994

- 17.
18.

19.

Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 3 tahun

1990 tentang Penataan dan Pengetﬂaﬁan Tata Ruang Wiiayah/Daerah dl

Jawa Timur ;

Peratu'ran Daerah Kabuapaten Déerah Tingkat II Pacitan Nomor 1 tahun
1989 tentang Pola Dasar Pembatgtman Daerah Kabupaten Daerah hngkat II
Pacitan 1989/1990 - 1993/1994 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan Nomor 7 tahun
1988 tentang Penyldik Pegawal Negeri Sipii di Lingkungan Pomerintah

Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan. - : .

Detgan Persetu_]uan Dewan Perwakiian Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

I1 PaCi tan ’

| Menétapkan

~

MEMUTUSKAN'

PERAIURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN TENIANG RENGANA -
DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN RENCANA TEKNIK RUANG KAWASAN PAIHAI
TAMPERAN DAN TELENG RIA 20 TAHUN (1992/1993 - 2012/2013)



o dan Teleng Ria ;.

. KETENTUAN OMUM. -
Pasal 1

Dalam Peraturan Daersh. ini yang dimaksud dengan :

&« Daerch, adaleh Kebupaten Dacrch Tingkat IT Pacitan ; e
2. Pemerintah Daersh, adalsh Pauerintah l(abupaten Daersh Tiﬁgkai: I

Pacitan ;

3. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan

d. DERD, adalsh Dewan Perwakilan Rakyat Daereh Kabupaten Daerah Tingkat
- II Pacitan ; ' : .

" e. Instansl Vertikal adalah Perangkat darl Departanen-departemen atau

N : I.embaga—lembaga Pemerintah bukan Departemen yang mempunyai lingkl.lngan o
L kerja di Daerah Tingkat II Pacitan

f; RIUR Kawasan, adalah Rencana Unm Tata Ruang Kawasan Pantai Tamperan

T e RU]R Kawasan, adalah Rencana Detail Tata Ruang Kawasan ' Pantal .

. Tamperan dan Teleng Ria ;

- h. RIR Kawasan, adalah Rencana Tehnik Ruang Kawasan Pantai Tam;eran dan ,
- -Teleng Ria SRR ' : ‘

_\ CBAB I -
KEIENIUAN RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN DAN
RENCANA TEHNIK RUANG KAWASAN PANTAT

: Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daersh Inl dirumuskan RUI‘R Kawasan dan RIR Kawasan
-Pantai Tamperan dan Teleng Ria 20 (dua puluh) tahun © (1992/1993 - '-: 3
 2012/2013) dengan materi sebagalmana dltuangkan dalam Lamplran Per 3
aturan Daerah dan mempakan bs,glan yang tak terpisahkan ;

*(2) RDTR Kawasan dan RIR Kewaasan dimaksud ayat (1) pasal ml di_susun
-+ -dengan slstematika sebagal berikut : : ‘ -

. BAB' I : PENDAHULUAN

“1.1. latar Belakang o
1.2. Pengertlan RDIR dan RIR.
1.3. Tujuan Perencanaan, :

- 1.4, Ruang-lingkup;PerenCanaah;'-



<0 BAB T

o 'DALAM KONTEKS PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN B

1.I4?.'1.' Hateri Perencanaan
1.4.2. Wiiayal'i Perencanaan.
- 1.4.3. Dimensi Waktu Perencanaan

1. 5 Organisasi Penya_]:l.an.

PENGEMBANGAN KAWASAN PAN]IAI TAMPERAN DAN . 'I‘ELENG RIA o

2, 1. Tujuan Kebi_]aksanaan RUIRK dan RDIRK Pacitan.
'2.2, Fungsi dan Kedudukan Wilayah Perencanaan. ) _
-2 3. Kebutuhan Pengembangan Kawasan Pantai Tamperandan' .

. Teleng Ria. .
2. 4. Pengembangan Pantai Tamperandan TeiengRia Pacitan

DASAR-DASAR PERImBAmAN PENYUSUNAN an DAN RIR KawaS o
AN PANTAT TAMPERAN DAN TELENG RIA |

3.1, Karakteristik Fisik Internal Wiiayah Perencanaan.

3.1, 1. Kordisi Fisik Dasar. _ o
3.1.2. Kesesuaian dan Kemampuan 1ahan Untuk Kegiat
’ 'a.no : -

3.1 3. Daya Tampung Ruang Pengembangan Kegiatan _- .
' Pariwisata. o

' 3.2. Karakteristik Ekstemai Wiiayah Perencanaan.

. 3.2. 1. Perkembangan Kegiatan Wiiayah Sekitar Pan-
tai Tamperan._ S | -
© 3.2.2. Potensi dan Kendala Pengembangan pada Pan-
tai Tamperan. .

e 3.3§_I(onsep Dasar Pengembangan Tata Ruang Kawasan

" BAB IV
r

' Pantai._\-

3.3.1. Konsep Dasar Pengembangan Pantai Tamperan .

- - danTeiengRia.. ' L

' 3.3.2, Penyusunan Design Kriteria Bagil.lnsur—tmur. :

- 3.3.3. Penentuan Elemen-eiemen Kepariwisataan.
. 3.3.4. Fubungan Pungsional Antara Elemen..

- 3.3.5. Penentuan Kebt.ltuhan Ruang. :

" 3.3.6. Kriteria Dasar Pengmbangan Unsur—unsur Ke J

. giatan.'
: 3 3.7. Anaiisa Tapak Kawasan Rencana.

RENCANA DETAIL :I.ATA RUANG KAWASAN PANTAI TAMPERAN DAN '_

TELENGRIA s



4.1. Rencana Struktui‘ Tata Ruang Kawasan -
4.1.1. Rercana Pembagian Unit Lingkungan. |
4.1.2. Rencana Tatanan Pusat Pelayanan Masyarakat.
4.1, 3. Rercana Tatanan Perangkutan.

4. 2. Rencana Peruntukan Ruang Kawasan.

4,2.1. Rencana Kebutuhan Ruang
4,2.2. Rencana Tatanan Ut:l.l:l.tas.
4 2. 3. Re.ncana Pengaturan Bangunan

.' BABV ¢ RENCANA TEHNIK TAIA RUAN"‘ KAWASAN PANTAI lAMPERAN DAN -
| TELENG RIA - . | | r

5.1. Rencana Tata Letak dan Alokaszl. Elemen-elemen Keparlwl

‘sataan. . R . L

5.2, Rencana Pengembangan Sarana dan Prasarana Keparnﬂsa- ,

I taano . g )

5 2.1. Rencana Pengembangan Kepariwisataan.
0 5.2.2. Rencana Pengembangan Prasarana Keparlwlsataan

" BAB VI : ARAHAN TAHAPAN PE_LAKSANAAN PEMBANGUNAN

3 6_.1. Arahan Tahapan Pembangman. S -
6.1.1, Skala Pricritas. . -
B 1 2. Indlkasl Program Pembanglmm

o .. Pasal 3. : _ _
(1) RDIR Kawasan dan RIR Kawasan dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daersh
inl "adalsh merupakan suatu strategis pembangman dalam kurun waktu 20 -
(dua puluh) tahum § -

(2) Strategl pembanglman kawasan dimaksud pada ayat (1) pasal Ini nantl-
nya akan ditelash dan dlsusun sampa:. pada pelaksanaannya yang akan . dl
tetapkan kemudlan.



BAB III- -
KETENIUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN [
‘Pasal 4 |
(1) Barang slapa melanggar ketentuan ketentuan dalam Peraturan Daerah
inl diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak-banyahya, sebesar Rp. 50.000,00 (1ima puluh ribu rupi

- (2) Selain tindak pidana- dimaksud pada'éyat'(l)'pasal ini,' tindak _pidana
yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam hukuran pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

| Pasal 5 _ o
(D Penyidikan terhadap tindak pldana sebagalmana dimaksud ‘dalam. pasal 5
ayat (1) Peraturan Deerzh’ ini, selain dilakukan oleh Penyldik = Umum,
" dapat dilakukan oleh Penyldik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Peme
~ . rintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan:
: 1
-perundang-undangan yang berlaku i : _ : ,
(2) Penyidik Pegawal Negeri Sipil dimaskud pada ayat (1) pasal ini mempu-

nyal wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakl.l' L

E (3) Penyidikan tindak pidana sebaga:l.mana d:lmaksud dalam pasal 5 ayat - (2)
Peraturan Daersh ini dilakukan oleh Penyidlk Unum,
BAB IV ‘ »
' KEI'ENIUAN PERALIHAN DAN PENUIUP
Pasal 5 \ -

Dengan berlakunya Peraturan Daerzh ini, maka :

a. Seg,ala keglatan yang telah dllaksanakan sebelun berlakunya . Peraturan
Daerah ini dinyatakan sah berdasarkan Peraturan Daerah ini ; '

_b. Segala akibat yang timbul sebelun berlakl.lnya Peraturan Daersh inl akan
-~ diatur kemudlan oleh kepala Daerah. ' , ‘ '

Pasal -.-jz L

Untuk menghindari terjadinya penyinpanlgain-penyimpangaﬁ dalam peiaksanaan-'

nya, perlu dilakukan evaluasl atau penlnjauan kembali yang dllaksanakan

.. pada tahun 1997 dan selanjutnya secara perlodik setlap 5 (lima) tahun ber
ikutnya. ‘

‘Pasal 8 :
Hal-hal yang belum cukup dlatur dalam Peraturan Daerch inl sepan;angmeng_
trai pelaksanaannya akan diatur lebih lan Jut olch Kepala Daerah.



. Pasal 9 . _
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 Agar. setlap orang mengetahulnya memerintahkan pengundagan Peraturan Daerah

-~ ini dengan peneupatarmya dalam Lexﬁbaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat ii L
: 'Pacitan. ' :




